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Keahlian (UKK) SMK tahun pelajaran 2024/ 2025 telah selesai disusun. 

Sebagaimana tersurat dalam Panduan Pembelajaran dan Asesmen (PPA) yang 
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Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-P1/ LSP-P2/ LSP-P3), Dunia Kerja/ Asosiasi Profesi 
atau satuan pendidikan terakreditasi bersama dengan dunia kerja 

Pedoman UKK ini mengacu dan menyadur dari Pedoman Penyelenggaraan UKK SMK 
tahun 2025 yang diterbitkan oleh Direktorat SMK Kemendikdasmen dilengkapi 
dengan UKK model LSP-P1 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang berisikan 
tentang Tujuan, Pola/Model Pelaksanaan, Perangkat Asesmen, Jadwal 
Pelaksanaan, Teknik Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Penerbitan 
Sertifikat. 

Melalui pedoman ini diharapkan dapat memberikan informasi sekaligus menjadi 
acuan bagi para pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan UKK tahun pelajaran 
2024/2025, khususnya bagi SMK yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat. 
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BAB I
PENDAHULUAN

1. Sekolah Menengah Kejuruan yang
selanjutnya disingkat SMK adalah
salah satu bentuk satuan
pendidikan formal yang menyeleng- 

garakan pendidikan kejuruan pada jenjang
pendidikan menengah sebagai lanjutan dari
SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat;

2. Badan Nasional Sertifkasi Profesi yang
selanjutnya disingkat (BNSP) adalah Lembaga
Independen yang dibentuk sebagai amanat
pasal 18 ayat (5) Undang-undang No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, yang
mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi
kompetensi kerja, dan dapat memberikan lisensi
kepada lembaga sertifikasi profesi yang
memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk
melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja;

3.  Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya
disingkat (LSP) adalah lembaga pelaksana uji
kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang
telah mendapatkan lisensi dan masih berlaku
dari BNSP;

4.  Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Pertama
Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya
disingkat (LSP P1 SMK) adalah lembaga
pelaksana uji sertifikasi kompetensi kerja yang
mendapatkan lisesnsi dari BNSP yang diberikan 

kewenangan untuk menyelenggarakan uji
sertifikasi kompetensi hanya untuk peserta didik
dari SMK bersangkutan dan peserta didik SMK
yang menjadi jejaring kerja LSP P1 SMK
berdasarkan penetapan Kepala Dinas
Pendidikan  Provinsi Jawa Barat;

5. Uji Kompetensi Keahlian yang selanjutnya
disebut UKK adalah asesmen terhadap
pencapaian kualifikasi jenjang 2 (dua) atau 3
(tiga) pada KKNI & Okupasi yang dilaksanakan di
akhir masa studi oleh Lembaga Sertifikasi
Profesi (LSP-P1/ LSP-2/ LSP-3), atau satuan
pendidikan yang terakreditasi bersama dengan
dunia kerja.

6. Uji Sertifikasi Kompetensi adalah proses
pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan
secara sistematis dan obyektif melalui
asesmen/ uji kompetensi yang mengacu kepada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI), Standar Internasional dan Standar
Khusus;

7. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya
disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat
lainnya yang memenuhi persyaratan untuk
digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji
kompetensi.

A.Definisi
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8. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan diberi tugas
untuk melakukan verifikasi data permohonan
LSP terkait calon peserta uji sertifikasi
kompetensi;

9. Panitia UKK Tingkat Satuan Pendidikan
adalah sekelompok tenaga pendidik dan tenaga
kependidikan yang ditugaskan sebagai
penyelenggara maupun pengadministrasi
kegiatan UKK.

10. Asesor atau penguji adalah seseorang yang
memiliki kewenangan dan memenuhi
persyaratan untuk melakukan dan/atau menilai
hasil capaian kompetensi peserta uji.

11. Peserta UKK atau asesi merupakan peserta
didik SMK aktif yang telah menuntaskan materi
pembelajaran/ capaian pembelajaran yang akan
diujikan.

12. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi
dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan
kategori jabatan (Okupasi) atau keterampilan
tertentu dari seseorang.

13. Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI
adalah rumusan kemampuan kerja yang
mencakup aspek pengetahuan, keterampilan,
dan/ atau keahlian serta sikap kerja yang
relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat
jabatan yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses
pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan
secara sistematis dan objektif melalui uji
kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional,
dan/ atau standar khusus.

15. Sertifikat Kompetensi adalah bukti
pengakuan tertulis atas capaian kompetensi
pada kualifikasi tertentu yang diberikan oleh
satuan pendidikan terakreditasi bersama mitra
dunia kerja atau lembaga sertifikasi yang
berwenang sesuai peraturan perundangan.

16.Tim Monitoring dan Evaluasi adalah tim yang
dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
dan diberi tugas untuk melakukan tugas
monitoring dan evaluasi proses Pelaksanaan Uji
Sertifikasi yang dilaksanakan oleh LSP
terlisensi BNSP
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1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);

4. Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 2018
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012
tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia;

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021
tentang perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah.

7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021,
tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022
tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan
Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016
tentang Revitalisasi Sekolah Menengah
Kejuruan dalam rangka peningkatan sumber
daya manusia;

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
(Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 963);

B. Dasar Hukum
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11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendanaan
Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian
Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang
Pendidikan Menengah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
244/M/2024 Tentang Spektrum Keahlian Dan
Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah
Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan Pada
Kurikulum Merdeka

14. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman
Penerbitan Sertifikat Kompetensi.

15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Nomor: 5/BNSP/ VII/2014 Tentang Pedoman
Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi.

16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi
Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sertifikasi Bagi LulusanSekolah
Menengah Kejuruan (SMK).

17. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  
Nomor  5  Tahun  2017  tentang
Penyelenggaraan Pendidikan

18. Keputusan Kepala Badan Standar,
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi Nomor: 024/H/KR/2022 tentang
Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum
Merdeka.

19. Pedoman penyelenggaraan Uji Kompetensi
Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan Tahun
2025

20. Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan
Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK) tahun  
2024 Badan Nasional Sertifikasi Profesi
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Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

bertujuan untuk :

1. Mengukur pencapaian kompetensi

peserta didik SMK yang telah

menyelesaikan proses pembelajaran sesuai

kompetensi/ konsentrasi keahlian yang

ditempuh dan dibuktikan dengansertifikat

kompetensi;

2. Pengakuan kompetensi peserta didik;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan sertifikasi

kompetensi yang berorientasi pada capaian

kompetensi lulusan SMK sesuai Kerangka

Kualifikasi Nasional Indonesia;

4. Mendorong kerja sama SMK dengan

dunia kerja dalam rangka pelaksanaan uji

kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sasaran yang akan dicapai dalam

Pelaksanaan UKK ini adalah :

1. Terlaksananya UKK bagi seluruh peserta

didik SMK kelas XII program 3 tahun dan

kelas XIII program 4 tahun.

2. Diterbitkannya sertifikat kompetensi bagi

seluruh peserta UKK yang dinyatakan

kompeten.

C. Tujuan D. Sasaran
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A. Pola Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Satuan pendidikan bersama mitra dunia kerja melaksanakan UKK dengan
menggunakan instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat. Satuan pendidikan
bersama mitra dunia kerja diperkenankan untuk mengubah sebagian atau
keseluruhan isi instrumen dengan kriteria/ spesifikasi yang setara atau lebih
tinggi dari instrumen yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan UKK Mandiri oleh SMK bersama Mitra Dunia
Kerja. 

1.

a. SMK terakreditasi dan mitra Dunia
Kerja atau asosiasi profesi melakukan
uji kompetensi pada TUK yang telah
disepakati bersama mengacu standar
kualifikasi kompetensi yang ditetapkan
mitra Dunia Kerja atau asosiasi profesi
dengan tujuan mendapatkan sertifikat
yang diakui oleh mitra Dunia Kerja,
asosiasi profesi, asosiasi industri, atau
mitra dari mitra Dunia Kerja,
sedangkan SMK yang belum
terakreditasi dengan pola UKK
mandiri tidak dapat melaksanakan
UKK sendiri, tetapi harus menggabung
ke SMK lain yang terakreditasi sesuai
dengan program dan kompetensi/
konsentrasi keahlian yang sama serta  
mengikuti ketentuan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku pada SMK
induknya.

b. SMK dalam pelaksanaan UKK
melibatkan mitra dunia kerja berskala
internasional, nasional, atau lokal dan
memiliki pekerjaan utama yang relevan
dengan kompetensi/ konsentrasi
keahlian peserta yang akan diujikan;

BAB II

PELAKSANAAN 
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN 

c. Satuan Pendidikan yang akan
melaksanakan UKK Mandiri wajib
menyiapkan bahan (instrumen
asesmen dari kementerian), peralatan,
penguji dan alat/ komponen penunjang
UKK dan memenuhi syarat kelayakan
sebagai tempat uji kompetensi (TUK);

d. Dinas Pendidikan Provinsi atau
cabang Dinas Pendidikan membentuk
Tim Verifikasi kelayakan sekolah
sebagai TUK dengan melibatkan
Pengawas dan unsur dunia kerja atau
institusi/ lembaga yang relevan;

e. Verifikasi kelayakan satuan
pendidikan/ tempat penyelenggaraan
UKK Mandiri menggunakan instrumen
verifikasi yang telah disiapkan oleh
Pemerintah Pusat;

f. Penetapan kelayakan satuan
pendidikan/ tempat penyelenggaraan
UKK Mandiri dilakukan oleh Dinas
Pendidikan Provinsi atau Cabang Dinas
Pendidikan berdasarkan rekomendasi
tim verifikasi;
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g. Asesor UKK Mandiri terdiri atas
gabungan penguji internal dan
eksternal;

h. Penguji Internal adalah guru mata
pelajaran kejuruan yang relevan
dengan persyaratan sebagaimana
tertuang pada instrumen verifikasi;

i. Penguji eksternal dapat berasal dari
unsur dunia kerja, Asosiasi Profesi,
dan/ atau satuan pendidikan yang
berasal dari luar institusi
penyelenggara yang memiliki latar
belakang asesor yang memiliki
sertifikat kompetensi dan/ atau
pengalaman kerja yang relevan dengan
kompetensi/ konsentrasi keahlian yang
akan diujikan;

j. Persyaratan penguji eksternal dari
unsur dunia kerja adalah yang telah
bekerja sama dengan SMK minimal 1
(satu) tahun dan telah memberikan
kontribusi terhadap pengembangan
sekolah, diantaranya terlibat dalam
sinkronisasi kurikulum kejuruan,
menjadi guru tamu, atau sebagai
penyedia tempat praktik kerja
lapangan peserta UKK;

k. Satuan pendidikan bersama dunia
kerja dapat mengembangkan
penugasan dan instrumen asesmen
dengan level yang lebih tinggi sesuai
kebutuhan;

l. Satuan pendidikan dapat
memfasilitasi pelaksanaan lebih dari
satu paket soal UKK mandiri SMK yang
disediakan berdasarkan ketersediaan
sarana dan prasarana TUK, serta
kompetensi yang dimiliki oleh siswa;

m. Satuan Pendidikan mendata peserta
didik yang akan mengikuti UKK;

n. Penguji dapat menggunakan metode
uji observasi demonstrasi (praktik) dan
tambahan (Uji Tulis) sesuai kompetensi
yang dinilai.

o. Peserta UKK Mandiri SMK
diperbolehkan untuk memperoleh
instrumen UKK untuk melaksanakan
latihan, melaksanakan orientasi, dan/
atau melakukan asesmen mandiri;

p. Peserta UKK Mandiri SMK dapat
memilih salah satu atau lebih paket
ujian yang tersedia;

q. Penguji Internal wajib
mengembangkan instrumen asesmen
aspek pengetahuan berdasarkan
Indikator Pencapaian Kompetensi
lulusan atau Standar Kompetensi Kerja
yang relevan;

r. Apabila siswa dinyatakan belum
kompeten pada hasil UKK mandiri
SMK, maka yang bersangkutan dapat
mengulang kembali pengujian dengan
menggunakan paket soal yang sama
atau paket soal lain yang sesuai
dengan kompetensinya;

s. Satuan pendidikan menerbitkan
sertifikat uji kompetensi yang
ditandatangani oleh satuan pendidikan
bersama dunia kerja.
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Pola uji kompetensi/ sertifikasi kompetensi oleh LSP-P1 SMK pada Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat, dilaksanakan oleh SMK yang telah memiliki lisensi BNSP dan hanya
untuk peserta didik dari SMK yang bersangkutan dan peserta didik SMK yang menjadi
jejaring kerja LSP-P1 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Barat, sedangkan bagi SMK yang menjadi jejaring LSP dapat mengikuti ketentuan dari LSP
yang menjadi induknya penentuan SMK yang menjadi jejaring berdasarkan surat keputusan
jejaring dan Dinas Pendidikan Provinsi atau MoU yang dilakukan oleh LSP dengan SMK
jejaring

a. Mitra dunia kerja atau Asosiasi Profesi membuka/ menerima pendaftaran bagi
peserta didik yang berhak mengikuti UKK;

b. Mitra dunia kerja atau asosiasi menyusunan instrumen pengujian, menyiapkan
penguji/ asesor, dan memfasilitasi TUK;

c. Mitra dunia kerja atau Asosiasi Profesi menerbitkan dan menandatangani
sertifikat kompetensi yang memiliki pengakuan secara nasional dan/ atau
internasional bagi peserta UKK yang dinyatakan kompeten.

      2. Pelaksanaan UKK oleh Dunia Kerja atau Asosiasi Profesi

LSP yang diperkenankan melaksanakan UKK adalah LSP yang berlisensi Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai dengan ruang lingkup skema sertifikasi
yang telah terlisensi oleh BNSP. 

Ketentuan mengenai pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi peserta didik SMK
melalui LSP sepenuhnya berpedoman pada Peraturan Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) No. 09/BNSP.301/XI/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan
Asesmen Kompetensi dan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
No. 01/BNSP/I/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi
Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

       3. Pelaksanaan UKK oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP-
            P1/P2/P3)
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Kriteria Lembaga Sertifikasi Profesi 

(LSP) Pelaksana Uji Sertifikasi

Kompetensi LSP-P1 SMK sebagai

pelaksana uji sertifikasi kompetensi,

berstatus aktif tervalidasi di Sistem

Informasi (Sisfo) BNSP;

Memiliki kesamaan skema sertifikasi

dengan kompetensi keahlian pada

satuan pendidikan jejaring kerja LSP

P1 SMK dibuktikan dengan lisensi

ruang lingkup skema sertifikasi yang

masih berlaku dan telah divalidasi

dalam akun LSP pada sistem informasi

BNSP di Sistem Informasi (Sisfo)

BNSP

Kriteria Peserta UKK LSP-P1

Peserta didik SMK aktif kelas XII
program 3 tahun dan kelas XIII
program 4 tahun yang terdaftar
di dalam Data Pokok Pendidikan
(DAPODIK) dan memilki NISN;

Telah menuntaskan materi
pembelajaran yang akan diujikan.

Direkomendasikan/ diusulkan
oleh Kepala satuan pendidikan
melalui LSP-P1 SMK.

Peserta didik memenuhi
persyaratan asesi uji kompetensi
sesuai persyaratan skema
sertifikasi yang akan diujikan.

a. Mekanisme/Kriteria Pelaksanaan UKK LSP-P1
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Uji sertifikasi kompetensi peserta didik
SMK dilaksanakan oleh LSP-P1 SMK pada
Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP-P1 SMK
dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) jejaring
kerja LSP-P1 SMK terverifikasi;

Penetapan kelayakan satuan pendidikan/
tempat penyelenggaraan UKK serta SMK
lainnya yang tergabung dalam jejaring,
dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh
LSP;

Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)-P1 SMK
menugaskan asesor kompetensi
melakukan verifikasi TUK sesuai dengan
ketentuan Peraturan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi Nomor: 5/BNSP/
VII/2014 Tentang Pedoman Persyaratan
Umum Tempat Uji Kompetensi;

SMK yang telah memenuhi persyaratan
sebagai Tempat Uji Kompetensi (TUK)
bekerjasama dengan LSP, dapat
menyelenggarakan sertifikasi kompetensi
sesuai skema sertifikasi kemasan
kualifikasi, okupasi, atau klaster dengan
ruang lingkup skema sertifikasi yang telah
terlisensi BNSP;

LSP wajib menugaskan dan menyiapkan
asesor, skema sertifikasi, dan materi uji
kompetensi sesuai standar kompetensi
lulusan/ skema sertifikasi yang diujikan;

Asesor harus mempunyai sertifikat asesor
kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP
dan masih berlaku;

Kegiatan UKK dengan LSP dapat
dilakukan selama kegiatan pembelajaran;

Setiap peserta didik SMK yang
mengikuti UKK diupayakan untuk
memperoleh sertifikat kompetensi
kualifikasi dan/ atau okupasi.

Asesor dapat menggunakan teknik
asesmen portofolio sebelum teknik
asesmen lainnya sesuai kompetensi
yang dinilai.

Portofolio dapat berbentuk paspor
keterampilan (skill passport) atau
bukti-bukti pembelajaran yang
berkualitas sesuai kriteria.

LSP wajib menerbitkan sertifikat
kompetensi bagi peserta UKK yang
dinyatakan kompeten.

Bagi peserta UKK yang dinyatakan
belum kompeten pada skema
pengujian LSP, dapat diterbitkan
paspor keterampilan (Skill Passport)
pada sebagian unit yang dinyatakan
kompeten oleh LSP;

SMK dapat melibatkan mitra dunia
kerja sebagai observer/ penyelia dalam
pelaksanaan UKK bersama LSP
sebagai bentuk dukungan pada
pelaksanaan UKK dan/ atau pengakuan
kepada peserta UKK yang telah
dinyatakan kompeten.

b.     Teknis Pelaksanaan UKK LSP-P1
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B. Perangkat Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Pengadaan Naskah Uji Kompetensi Keahlian Mandiri

a. Direktorat SMK menyediakan instrumen UKK Mandiri beserta perangkat uji lainnya berupa
soft file yang dapat diunduh melalui laman ukk.ditpsmk.net;

b. Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan dapat mencetak dan
menggandakan instrumen verifikasi TUK;

c. Penyelenggara UKK mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan naskah uji
kompetensi keahlian mandiri menggunakan anggaran penyelenggaraan UKK yang relevan;

d. Proses pencetakan, penggandaan, dan pendistribusian naskah UKK dilaksanakan sesuai
Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2022
tentang Pengadaan Barang/ Jasa oleh satuan pendidikan.

Naskah UKK terdiri atas :

a. Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK
Instrumen Verifikasi Penyelenggara UKK adalah instrumen yang digunakan untuk menilai
kelayakan satuan pendidikan atau institusi lain sebagai TUK. Instrumen verifikasi memuat
standar persyaratan peralatan utama, standar persyaratan peralatan pendukung, standar
persyaratan tempat/ ruang, serta memuat persyratan penguji yang terdiri atas penguji
internal dan eksternal.

b. Instrumen Soal UKK
Instrumen Soal UKK adalah tes berbentuk penugasan untuk mengerjakan satu atau
beberapa pekerjaan untuk menghasilkan suatu barang dan/ atau jasa. Standar Instrumen
Soal UKK disusun oleh Pemerintah Pusat untuk menguji aspek keterampilan dan sikap.
Asesor menyusun instrumen asesmen untuk menguji aspek pengetahuan. instrumen
asesmen aspek pengetahuan, dapat berupa soal pilihan ganda, uraian, jawaban singkat, dan/
atau wawancara;

c.Pedoman Asesmen UKK
Pedoman Asesmen UKK terdiri atas lembar asesmen dan rubrik asesmen. Lembar asesmen
(aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap) memuat komponen, sub-komponen asesmen,
dan lembar rekapitulasi asesmen. Rubrik asesmen memuat kriteria unjuk kerja, hasil, dan
sikap kerja dari komponen dan sub-komponen asesmen.

Perangkat UKK Mandiri1.
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Perangkat UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi disusun dan
ditetapkan oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi sesuai dengan sistem
yang diterapkan

      2. Perangkat UKK oleh dunia kerja atau Asosiasi Profesi 

Contoh lembaga seperti LSP-P1, LSP-P2, LSP-P3, disusun dan
ditetapkan melalui regulasi BNSP yang berlaku. 

Khusus untuk LSP-P1, Dinas Pendidikan Jawa Barat melalui Bidang
PSMK telah menyusun Materi Uji Kompetensi (MUK) dengan skema
Okupasi sejumlah 56 MUK dan telah disosialisasikan serta di upload
ke seluruh LSP-P1 SMK yang ada di Jawa Barat

       3. Perangkat UKK oleh lembaga sertifikasi berlisensi 
             Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), 

Proses penggandaan dan pendistribusian MUK sesuai petunjuk teknis
masing-masing LSP.

      4. Penggandaan dan Pengiriman Materi Uji Kompetensi 
           (MUK). 
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1. SMK program 3 Tahun dilaksanakan pada semester 5 atau semester 6 dan/ atau

telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian

kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel;

2. SMK program 4 Tahun dilaksanakan pada semester 7 atau semester 8 dan/ atau

telah menuntaskan materi pembelajaran / capaian pembelajaran melalui serangkaian

kegiatan uji kompetensi yang dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

SMK yang sudah melaksanakan Kurikulum Merdeka:

· UKK dapat dilaksanakan di Semester 5, jika pelaksanaan PKL di semester 6

· UKK dapat dilaksanakan di semester 6, jika pelaksanaan PKL di semester 5

· UKK dilaksanakan bersamaan dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL), yaitu setelah

selesai PKL, dilanjutkan dengan UKK, atau

· Atas kesepakatan bersama antara pihak sekolah dengan Dunia Kerja, Asosiasi atau

LSP

C. Jadwal Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Pelaksanaan UKK dapat dilangsungkan pada awal semester gasal sampai
dengan akhir tahun pelajaran 2024/2025 sebelum pengumuman kelulusan
peserta didik.
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2. Asesor/ penguji melakukan asesmen sesuai karakteristik kompetensi keahlian
didasarkan atas unjuk kerja/ kinerja/ produk yang dihasilkan oleh peserta UKK;

3. Asesor/ penguji memberikan keterangan pencapaian kompetensi untuk setiap
komponen asesmen;

4. Asesor/ penguji dapat menambahkan indikator dan komponen asesmen lebih
tinggi dari yang telah ditetapkan;

5. Asesor/ penguji dapat menyediakan kesempatan untuk pengulangan/ perbaikan
bagi peserta didik untuk komponen yang belum mencapai standar sampai batas
tanggal ujian terakhir;

6. Pada pelaksanaan UKK melalui skema penyelenggaraan LSP, yang pada
sertifikasinya tidak memunculkan skor, asesor wajib mengonversi capaian
kompetensi peserta UKK dalam rentang skor 0 sampai 100;

D. Pelaksanaan Asesmen Dan Kelulusan Uji Kompetensi
Keahlian

1. Asesor/ penguji melakukan asesmen dengan menggunakan lembar
asesmen yang telahdisediakan;
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  Rentang Skor*
  

  Predikat
  

  Belum memenuhi seluruh kriteria
kerja
  

  0-69
  

  Belum Kompeten
  

  Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja
dengan pengulangan
  

  70-80
  

  Kompeten
  

  Memenuhi seluruh kriteria unjuk kerja
tanpa pengulangan
  

  81-90
  

  Memenuhi
  seluruh kriteria unjuk kerja
  dengan tambahan mutu/kualitas hasil
pekerjaan/penugasan atau
menunjukkan kreativitas yang luar
  biasa
  

  91-100
  

7. Penilaian UKK melalui LSP, UKK Mandiri atau Asosiasi Profesi/ Dunia Kerja
ditentukan melalui capaian kriteria unjuk kerja, jumlah pengulangan yang dilakukan,
pemenuhan standar waktu yang ditetapkan dan aspek sikap yang ditunjukkan
peserta UKK

8. Pada penyelenggaraan UKK Mandiri SMK, asesor memberikan nilai pada rentang
skor 0-100;
9. Asesor/ Penguji menyerahkan nilai hasil ujian peserta UKK kepada panitia UKK di
satuan pendidikan dan menjaga kerahasiaannya;
10. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengumumkan hasil UKK sebelum
pengumuman kelulusan sekolah;
11. Panitia UKK tingkat satuan pendidikan mengirimkan nilai UKK ke Dinas
Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas, dan/ atau aplikasi e-Rapor sebelum pengumuman
kelulusan sekolah.
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2. Format, redaksi dan substansi yang tertuang dalam blangko sertifikat kompetensi:

Untuk UKK Mandiri dapat disesuaikan dengan masukan dari dunia kerja;
Untuk UKK dengan LSP dapat disesuaikan dengan PeraturanBadan Nasional
Sertifikasi Profesi Nomor: 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan
Sertifikat Kompetensi.
Untuk terjemahan sertifikat ke dalam 2 (dua) bahasa dan kodefikasi sertifikat,
LSP dapat melihat link: https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/terjemahan
untuk melihat terjemahan  sertifikat dan
https://penyelarasan.mitrasdudi.id/skema/kodifikasi untuk melihat kodefikasi
sertifikat.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan UKK

2. Pelaksanaan pemantauan dapat melibatkan unsur dunia kerja, Cabang Dinas
Pendidikan dan atau Pengawas SMK

3. Satuan Pendidikan melaksanakan evaluasi internal terhadap kegiatan UKK

4. Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan evaluasi dan
menetapkan program tindak lanjut pelaksanaan UKK SMK berdasarkan hasil
pemantauan atau supervisi.

1. Direktorat SMK dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dapat
melaksanakan pemantauan atau supervisi UKK SMK

F. Penerbitan Sertifikat

1. Satuan pendidikan berkoordinasi dengan dunia kerja maupun LSP yang
terlibat pada UKK dalam menyiapkan penerbitan sertifikat kompetensi;
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3. Secara umum bentuk sertifikat yaitu :

Sertifikat Kompetensi untuk Skema Kualifikasi Nasional / Okupasi diterbitkan
dengan logo Garuda Pancasila untuk UKK yang dilaksanakan oleh LSP
Sertifikat berlogo dunia kerja atau Asosiasi Profesi untuk UKK yang dilaksanakan
oleh dunia kerja
Sertifikat berlogo Tut Wuri Handayani untuk UKK yang dilaksanakan oleh SMK
dan dunia kerja

4. Isi sertifikat kompetensi minimal memuat identitas peserta UKK, nama
kompetensi/ konsentrasi keahlian, dan daftar kompetensi/ unit-unit kompetensi yang
telah diujikan dan dinyatakan kompeten;

5. Sertifikat kompetensi hanya diberikan kepada peserta UKK yang dinyatakan
kompeten;

6. Sertifikat UKK Mandiri ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari satuan
pendidikan dan dunia kerja;

7. Bagi peserta UKK melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang terlisensi BNSP, maka
pencetakan dan pemberian sertifikat dilakukan oleh LSP;

8. Setiap sertifikat kompetensi yang diterbitkan, harus memenuhi kaidah mampu
telusur.

9. Bagi Peserta UKK mandiri pencetakan sertifikat dapat dilakukan oleh SMK yang
menginduk dan tetap ditandatangani oleh Kepala SMK yang telah terakreditasi/
SMK Induknya
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G. Pelaporan dan Tindak Lanjut

1. Pemerintah Pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

2. Pemerintah Daerah melalui Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dan
BPMU

3. Biaya atau bantuan lain yang relevan dengan tetap membuka ruang kontribusi
bagi pemerintah daerah, dunia kerja, BNSP, dan/ atau unsur lainnya sesuai ketentuan
perundang-undangan.

2. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan UKK berikut daftar nilai atau status
pencapaian kompetensi pada Dinas Pendidikan Provinsi atau Cabang Dinas
Pendidikan sesuai kewenangannya, Direktorat SMK dan/ atau tim lain yang ditunjuk;

3. Hasil UKK dapat dianalisis dan digunakan untuk pemetaan mutu dan perumusan
kebijakan di tingkat satuan pendidikan dan/ atau pemerintah.

1. Satuan pendidikan penyelenggara UKK dapat memperhitungkan untuk
memasukkan skor yang diperoleh dari penyelenggaraan UKK pada
perhitungan nilai rapor dan/ atau ijazah;

H. Pembiayaan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian

UKK dapat dibiayai oleh:
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BAB IV
PENUTUP

Uji Kompetensi Keahlian merupakan asesmen terhadap pencapaian kualifikasi
jenjang 2 (dua) atau 3 (tiga) pada KKNI & Okupasi yang dilaksanakan di akhir masa
studi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP - P1/LSP-2/LSP-3), atau satuan
pendidikan yang terakreditasi bersama dengan dunia kerja.

Hasil Uji Kompetensi Keahlian bagi peserta didik akan menjadi indikator
ketercapaian standar kompetensi lulusan

Seluruh SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat diharapkan untuk
mempersiapkan secara optimal, baik Tempat Uji Kompetensi, Jadwal pelaksanaan
dan yang paling utama peserta didiknya diberikan latihan/ praktik secara terus
menerus sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten.
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DAFTAR LAMPIRAN

a.  Contoh Sertifikat UKK Mandiri berlogo Tut Wuri Handayani yang di- generate oleh
aplikasi e-Rapor SMK (aplikasi e-Rapor SMK versi 7 dapat diunduh melalui:
http://erapor.ditpsmk.net/pusat-unduhan

b. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asesi) untuk Honorarium
Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS
Golongan II (Juknis PSKK 2024 BNSP)

c. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asesi) untuk Honorarium
Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS
Golongan III (Juknis PSKK 2024 BNSP)

d. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asesi) untuk Honorarium
Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus PNS
Golongan IV (Juknis PSKK 2024 BNSP)

e. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asesi) untuk Honorarium
Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus NON
PNS memiliki NPWP (Juknis PSKK 2024 BNSP)

f. Contoh Rencana Anggaran Biaya per Paket (20 Asesi) untuk Honorarium
Penanggung Jawab, Sekretariat Penyelenggara Uji dan Asesor yang berstatus NON
PNS tidak memiliki NPWP (Juknis PSKK 2024 BNSP)

g. Daftar Unit Kompetensi UKK Mandiri Tahun Pelajaran 2024/2025

http://erapor.ditpsmk.net/pusat-unduhan


Contoh Sertifikat

SERTIFIKATKOMPETENSI 
CERTIFICATE OF COMPETENCY 

Nomor : 202120606817003308332800001 

SARIFUDIN, S.Pd.I.

Kepala Sekolah 

School Principal 

Atas nama SMKS DEWI SARTIKA 

dengan predikat 
with achievement level 

Sangat Kompeten
Very Competent 

pada Kompetensi Keahlian 
in Competency of 

Kota Tangerang, 01 April 2023 

Dengan ini menyatakan bahwa, 
This is to certify that 

Telah mengikuti Uji Kompetensi Keahlian 
has taken the competency test 

SRI NILAWATI, S.E.M.M

Penguji Eksternal 
External Assessor 

PT. HASTA
KENCANA JAYA On behalf of SMKS DEWI SARTIKA 

on
Assignment 

ACEP ZAMZAM MUHAMAD RIJQI 
NISN: 0033083328 

Akuntansi dan Keuangan Lembaga 

Menyelesaikan Siklus Akuntansi Perusahaan Jasa 
Completing the Corporate Accounting Cycle Services 

Sertifikat ini berlaku untuk : 3 (tiga) Tahu n
This certificate is valid for : 3 (three) Years 

Institutional Accounting and Finance 
pada Judul Penugasan 
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PEDOMAN 
UJI KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2025

BIDANG PSMK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT


